
I]BRATURAN DAtrRAH I(ABUPATtrN MI.]AI{A trNIM
NOMOI? 11 TAHUN 2012

TtrNTANG

PEDOMAN PENGIII,OLAAN PASAR DtrSA DI KABUPATtrN MUARA trNIM

Menimbang : a.

Mengingat .1. a.

2.

b.

DENGAN RAFIMAT TLTHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI MUARA trNIM,

bahwa dalzrm upaya peningkatan perekonomian perclesaan

terutama peningkatan penclapatan masyarakat di desa melalui
pasar desa yang rnerupakan tempat interaksi sosiai

masyarakat, sekaligus sebagai tempat pemasaran produk-

produk hasil pertanian, perdagangan dan industri kecil di
desa, dipandang periu dibr-rat aturan mengenai pengeloiaan

\
pasar desa;

bahwa pengelolaan pasar desa sebagaimana diamanatkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42. Tahun 2AOZ

tentang Pengelolaan Pasar Desa, dilakianakan oleh

Pemerintah Desa, sedangkan Pemerintah Kabupaten Muara

trnim rnelakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar clesa

dimal<sud, pembinaan tersebut antara lain dengan membuat

pedoman pengelolaan pasar desa sebagai acuan pernerintah

Desa untuk melakukan pengelolaan pasar yang menjadi

kewenangan desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebageilmana dimal<sucl

huruf a dan b diatas, perlu rneneta"pkan Peraturan Di,tcralr

tentang Pedoman Pengelolaan Pasar f)esar cli I(aburpr,rt<.:n Munr"rr

Itrnim.

Pasal iB ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarar Itepublik
Indonesia Tahun 7945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun i959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotaprajn di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

c.



.)- Undang-tJndang Nomor 1 Tahr-rn 2AO4 tcnt.ung

Perbendaharaan Negara (Lembcrra.n Ncgara. Ilcputllil< Ilrcloncuirr

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negari.r Itclllrlrlil<

Indonesia Nomor a355 );

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintaharr

Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-IJndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

l?epublik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repul:lik Indonesia Nomor a9a4);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

I(euangan antnra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4a3$;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aB66);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun L997 tentang

I(emitraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4.

5.

6.

7.

B.

9.



10.

l

Peraturan Pemerintah Nomor To rahurn 2001j Lentang

Pedoman Pembinaan Dan pengawasan penyelengfJaraaan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahr-in 2oaz tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah
I(abr,ipaten / Kota ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia
'lahun 20OT Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Norrror a737);

Peraturan Presiden Nomor 112 'l'ahun 2oo7 tentang penataan

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan
Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2OOZ

tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Peraturan Daerah Kabr-rpaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Bnirn (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OOB Nomor 9).

11.

t2.

13.

14.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH KABUP'ATBN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MtrMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAtrRAH TENTANG PBDOMAN PTNGELOLAAN

PASAR DBSA DI KABUPATEN MUARA trNIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalarn Peraturran Delerah ini, yang dimaksurcl dengan:

1. Daerah adalah Kabr-rpaten Muara Enim.
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2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah l(abr-rpaten Muara Enirn.
3. L3upati adalah Bupati Muara Enim.

4, Pernerintah Desa atau yang disebut dengan nanna lain adalah I(epala Desa clan

Perangkilt Desa sebagai unsllr penyelenggara pemerintahan desa di daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemcrin1ahan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, clalam mengiltur <liln
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang clinl<ui clan rlihorrnal.i clulanr

sistem Pemerintahan Negara Kesatunn Republik Inclonesia cli daererh.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai pr.r'anglcnt clnrrrrnlr,

Desa adalah kesatuan masyarakat hr-rkurm yang merniliki batas-baters wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurlrs kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia cli

daerah.

Badan Permusyawaratan Desa yang sela.njutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang rnerupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa sebagai unsllr penyelenggara pemerintahan desa cli daerah.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk;
rnelaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya
nrasyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan

dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

1 1. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh

dua desa atau lebih.

12. Pasar tradisionaL adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,

s\,\rasta, koperasi atau swadaya masya"rakat setempat dengan tempat usaha

berupei toko, kios, los, dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/
dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal

kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

13. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau

koperasi yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, departemen store,

shopping centre, mini market, yang pengelolaannya dilaksanakan secara

modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan

rnanajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga

yang pasti.

6.

7.

8.

9.
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14. I?etribusi pasar desa yang selanjutnya dalanr Peraturan Daerah ini disebut
Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah

desa kepada pedagang.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ciibentuk
bersama oleh BPD dengan persetujuan bersama Kepala Desa.

BAi3 II

PtrMBtrNTUKAN

Pasal 2

(1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.

(2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pasar desa; dan

b. pasar antar desa.

(3) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) irururf a, clapat bcrlangsung

setiap hari.

(4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayeit (2) huruf b, [rr.:r'lrrrrgnr.tnl4

sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

(1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurr-rf a

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud daleim Pasal 2 ayat (2)

huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar l(epala Desa.

(3) Terhadap pasar perorangan yang telah ada clan berkembang didesa dapat

dialihkan atau dibentuk menjadi pasar desa dengan hibah atau kesepakatan

yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan

untuk :

a. rnemasarkan hasil produksi perdesaan;

b. memenr.rhi kebutuhan masyarakat perdesaan;

o. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
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d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;

e. rnengembangkan pendapatan Pernerintah Desa;

f. rnernberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan

g. mendudukkan rnaisyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar clesa.

BAB III

PBMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar clesa dibiayai dari ;

a. srvaclaya dan partisipasi masyarakat;

b. anggaran dan pendapatan belanja desa;

c. pinjaman desa;

d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sumatera selatan,

Pemerintah Kabupaten; dan

e. sumber lain yang sah dan tidak mengiknt.

Pasal 6

Pernbangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud clalam

Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

a. rnewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;

b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;

c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan

d. rnenciptakan rancang bangun pasar desa disesua.ikiu"r dengan rrilai-rrilli
masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Ptlsar desa yang akan dan telah selesai dibangun yang sumber dananya

berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

clan/atau Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa melalui

hibah.

(2) Penyerahan pasar desa yang akan di bangun sebagaimana ayat (1) dilakukan

apabila bangunan telah selesai.
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(3) Pemerintah desa tidak menyetorkan sebagian atau selgruh pendapatan clari
pengc:lolaan pasar desa sebagaimana d.imaksr.rd pada ayat (1), kepada
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau pemerintah

Kabupaten.

BAB IV

PFJNGELOI,AAN

Pasal 8

(1.) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

(2) Pengelolaan pasar antar desa dilaksanakan berdasarkan kerjasama dan
kesepakatan antar Pemerintah Desa.

(3) Pengelolaan pasar clesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan se'cara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa.

(4) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola yang berasal clari rnasyar.akat
atau Badan Usaha Milik Desa setempat.

Pasal 9

(1) Penunjukan pengelola sebagaimana dimaksr"rd rlalam Pasal tJ ayat. (4.),

clidasarrkan pada aspek kemampuan, pengalaman dan profesionalisme.

(2) Penunjukan pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapka:r dengan I(eputusan Kepala Desa.

(3) Penunjukan pengelola pasar antar desa sebagaimana dimakstrd dalam Pasal I
ayat (2) ditetapkan dengan I(eputusan Bersama Kepala Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kemampuan, pengalaman clan

proft:sionalisrne calon pengelola serta tata cara penunjukan pengelola pasar

desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan

Peraturan Bersama I(epala Desa untuk pasar antar desa.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi pengelola pasa.r desa terdiri atas:
a. Kepala Pasar;

b. I(epala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban; clan

c. I(epala Urusan Administrasi dan Keuangan.

(2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disesuaikan dengan kebutr-rhan dan kondisi desa.
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(3) Pembentukan orgarnisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksu6 pacla

avat (i) diatur dengan Perafuran l)esa dan Peraturan Bersama antar Kepala Desa
untr:k pa.sar antar desa.

BAB V

KtrUANGAN

Pasal 1 l

(1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi clan hasil pendapatan lain.

(2) Retribr.rsi pasar desa sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) ctitetapkan clengan

Peraturan Desa.

(3) Retribusi pasar antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar
I(epala Desa.

(4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa hasil
sewa toko, kios, los, pelataran pasar, tanah dan tenda.

Pasal 12

(1) Penerimaan clan pengeluaran pasar desa diadrninistrasikan dalam buku
}<euangan pengelolaan pasar desa.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi
biaya operasional pasar desa disetor ke Kas Desa.

(3) Pengeluarnn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk
kepentingan dan operasional pasar desa

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 13

(1.) Bupati mernperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan

izin usaha pasar modern.

(2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan

der-lgan memperhatil<an per[imbangan Kepala Desa dan BPD.
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(3) Pasar modern/ retail yang menclapat izin usaha di desa sebagaimana

ciimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil cli

desa dan pedagang pasar desa.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 14

(1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga clalam

pernbangunan dan pengembangan pasar desa.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliprioritaskan
untuk kepentingan Pemerintah Desa clan peningkatan pasar desa.

BAB VIII

PT'MBINAAN DAN PIINGAWASAN

Bagian kesatur 
_

Pembinaan

Pasal 15

(1) l3upati melakul<an pembinaan berupa :

a. memberikan pecloman pengelolaan pasar desa;

b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;

c. melakukan pela.tihan bagi pengelola pasar desa; dan

cl. melakukan lasilitasi pasar desa daiam kerjasama dengan pihak ketiga;

(2) Burpati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

Camat melakukan pembinaan berupa:

a. melakukan fasilitasi pembentukern pasar antar desa; dan

b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.
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(1)

(2)

Bagian Keclua

Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan dalam pernbentukan dan pengembangarr pasar desa dilakuka:r
secara berjenjang.

tsAB IX

I(ETtrNTUAN PERALII.IAN

Pasal 18

Pasar desa yang dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Baclan

Usaha Swasta, atar-r pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib
menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu)

tahun sejak berla-kunya Peraturan Daerah ini. 
:

Pasar desa yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa atau dikelola oleh

pihak lain dan pengelolaannya belum terpisah dari manajemen Pemerintahan

Desa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling

lambat 1 (satu) tahun sejak berlal<unya Peraturan Daerah ini.

Pasar desa yang telah selesai dibangun atau dikembangkan yang sumber

dananya berasal dari Anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera

Seiatan dan Pemerintah Kabupaten yang belum diserahkan kepada

Pemerintah Desa, wajib diserahkan kepada Pemerintah Desa paling lambat 1

(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 19

I{al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepnnjan5l merrgenui Lclcnis

pelaksanaanya, diatu.r lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3)
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Paeal 20

Peraturan Dae,rah ini mulai ber{a}ffr pada teneal diun gkan.

ASer ffifiep orang mengetahuirrya, mernerintahkan ircngniadangan peaailrran

Daerah iai dengan penempetaun5na delarn Lerrbaran Daerah Kabupaten Muara
En m,

Ditetapkan di Muara Enim

Bada t€pggd s $ffr&, ** 1fi

BUPATJ MTJARA, ENIM,

IMUEAKI.R SAI SO}TAR

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal pB Ecsenber 2o*P

SEKRETARIS DAERAH

KABUPAffEN MUARA ENIM,

T.SMBARAN DAERAH KABI.' KIUARA. ENIIVT TS.HUN aOLg NOh{OR 11

rc
TAUFIK RAHMAN


